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ABSTRAK

Septian Andreana, 2025. Penafsiran Hukum Dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXI1/2024. Skripsi
Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara.
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan.

Pembimbing Ayon Diniyanto, M.H.

Permasalahan hukum yang muncul dari Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 68/PUU-XXII/2024 berakar pada pengujian
materiil terhadap ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang
mensyaratkan usia minimal 50 tahun bagi calon pimpinan KPK.
Para pemohon, yang merupakan mantan pegawai KPK, berpendapat
bahwa syarat tersebut melanggar hak konstitusional warga negara
atas kesetaraan di hadapan hukum dan kesempatan yang sama dalam
jabatan publik sebagaimana dijamin UUD 1945. Penelitian ini
mengkaji bagaimana penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah
Konstitusi dalam putusan tersebut dan apa akibat hukumnya
terhadap prinsip keadilan serta perlindungan hak konstitusional
warga negara.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual
(conceptual approach). Data diperoleh dari bahan hukum primer
berupa UUD 1945, UU KPK, dan Putusan MK No. 68/PUU-
XXI11/2024, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan
doktrin hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif-preskriptif
untuk menguraikan pola penafsiran hakim serta menilai
kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum dan konstitusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi
dalam putusan ini menggunakan penafsiran restriktif, yaitu
menafsirkan norma secara sempit berdasarkan bunyi teks undang-
undang tanpa memperluas maknanya terhadap konteks keadilan
substantif. Pendekatan ini menegaskan pandangan Mahkamah
bahwa batas usia pimpinan KPK merupakan kebijakan hukum
terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang. Namun, jika
Mahkamah menggunakan penafsiran ekstensif, maka pertimbangan
dapat diarahkan pada nilai keadilan substantif dan pengakuan
terhadap pengalaman profesional para pemohon. Akibat hukum dari
penafsiran restriktif tersebut adalah menimbulkan ketidakselarasan
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antara tujuan pemberantasan korupsi dan perlindungan hak
konstitusional warga negara, serta mempersempit akses terhadap
jabatan publik yang berbasis kompetensi dan integritas..

Kata Kunci : Penafsiran Hukum; Mahkamah Konstitusi; Putusan
68/PUU-XX11/2024; Restriktif dan Ekstensif.
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ABSTRACT

Septian Andreana, 2025. Legal Interpretation in the
Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XXI1/2024. Thesis,
Faculty of Sharia, State Law Study Program. State Islamic
University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Supervisor Ayon Diniyanto, M.H.

The. legal issue arising from Constitutional Court Decision
Number 68/PUU-XXI1/2024 stems from a judicial review of Article
29 letter (e) of Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption
Eradication Commission (KPK), which requires a minimum age. of
fifty for candidates for KPK leadership. The. petitioners, who were
former KPK employees, argued that this requirement violated
citizens’ constitutional rights to equality before. the law and equal
opportunity in public office as guaranteed by the 1945 Constitution.
This study examines how the Constitutional Court interpreted the
law in this decision and the legal consequences of that interpretation
for the principles of justice and the protection of citizens’
constitutional rights.

This research employs a normative. juridical method with
statutory and conceptual approaches. The data were. obtained from
primary legal materials, including the 1945 Constitution, the. KPK
Law, and Constitutional Court Decision No. 68/PUU-XXI11/2024, as
well as secondary legal materials in the form of literature, journals,
and legal doctrines. The analysis was conducted descriptively and
prescriptively to identify the judges’ interpretive patterns and assess
their conformity with constitutional principles and legal theory.

The. results show that the Constitutional Court adopted a
restrictive. interpretation, limiting the meaning of the provision
strictly to its textual wording without expanding it to include. the
broader context of substantive justice. This approach affirms the
Court’s view that the age limit for KPK leaders is part of the
legislature’s open legal policy. However, if the Court had used an
extensive. interpretation, its reasoning could have. been directed
toward achieving substantive justice and recognizing the
petitioners’ professional experience. The restrictive. interpretation
resulted in a lack of harmony between anti-corruption objectives
and the protection of constitutional rights, narrowing access to
public office based on competence and integrity.
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Keywords: Legal Interpretation; Constitutional Court;
Decision 68/PUU-XX11/2024, Restrictive and Extensive.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor
68/PUU-XXI1/2024 menolak permohonan para pemohon
secara keseluruhan.! Putusan ini disampaikan kepada
Kuasa Hukum Para Pemohon pada Kamis, 12 September
2024 pukul 12:12 WIB. Perkara Nomor 68/PUU-
XXI1/2024 merupakan permohonan pengujian materiil
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
Permohonan ini diajukan oleh 12 orang pemohon, di
antaranya Novel Baswedan, Mochamad Praswad Nugraha,
Harun Al Rasyid, Budi Agung Nugroho, Andre Dedy
Nainggolan, Herbert Nababan, Andi Abd Rachman
Rachim, Rizka Anungnata, Juliandi Tigor Simanjuntak,
March Falentino, Farid Andhika, dan Waldy Gagantika.?

Para pemohon, yang merupakan mantan pegawai
KPK dengan pengalaman lebih dari lima tahun dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi,
merasa dirugikan karena mereka tidak memenuhi syarat
usia minimal tersebut. Mereka berpendapat bahwa
pengalaman dan kompetensi dalam menjalankan tugas di
KPK seharusnya diakui sebagai kualifikasi yang setara
untuk mencalonkan diri, tanpa harus dibatasi oleh syarat
usia.?

Alasan utama pengujian pasal ini adalah karena para
pemohon menganggap bahwa syarat usia tersebut
melanggar prinsip kesetaraan di  hadapan hukum,

! Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXI11/2024
2 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX11/2024
3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXI11/2024
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sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat
(1) dan (3), serta Pasal 281 ayat (2) UUD NRI 1945. Mereka
juga merasa bahwa pembatasan usia ini menghalangi
individu-individu yang berpengalaman untuk memberikan
kontribusi lebih lanjut dalam pemberantasan korupsi
melalui posisi pimpinan KPK.

Tujuan dari permohonan tersebut adalah Majelis
Hakim MK dapat mengubah syarat sehingga pimpinan
KPK diharuskan memiliki pengalaman minimal 5 tahun
bekerja di instansi tersebut.* Mahkamah Konstitusi dalam
pertimbangannya menyatakan bahwa syarat usia minimal
50 tahun merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal
policy) yang menjadi hak pembentuk undang-undang.
Putusan ini dinilai kurang memperhatikan prinsip
kesetaraan kesempatan dan mengabaikan pentingnya
pengalaman substansial dalam lembaga KPK.>

Putusan tersebut gagal mempertimbangkan prinsip
dalam hak asasi manusia, yaitu bahwa capaian positif dalam
upaya pemberantasan korupsi tidak boleh ditarik mundur.
Pembatasan yang diberlakukan oleh UU ini tidak sejalan
dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang
bersih, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D UUD 1945
yang menjamin hak warga negara atas kepastian hukum
yang adil. Dengan menolak permohonan tersebut,
Mahkamah Konstitusi telah melewatkan kesempatan untuk
menjaga independensi KPK dan memastikan bahwa
lembaga ini tetap menjadi pilar utama dalam melawan
korupsi di Indonesia.

4 Candra Yuri Nuralam “Syarat umur dan pelngalaman pimpinan
KPK digugat kel MK,” Meltrotv Nebws,
https://www.meltrotvnelws.com/relad/ NQACqQQv-syarat-umur-dan-
pelngalaman-pimpinan-kpk-digugat-kel-mk [diaksels 10 Oktobelr 2024].

5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXI11/2024
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Putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan
tersebut menimbulkan banyak perdebatan, terutama terkait
dengan apakah syarat usia tersebut sejalan dengan prinsip
keadilan dan kesetaraan yang diamanatkan oleh UUD NRI
Tahun 1945. Syarat usia dalam Pasal 29 huruf e UU KPK
mengabaikan aspek substansial yang lebih penting, yaitu
pengalaman dan kompetensi dalam pencegahan dan
pemberantasan korupsi. Para pemohon merasa bahwa
pembatasan usia justru menutup kesempatan bagi individu-
individu yang memiliki kualitas dan pengalaman untuk
memimpin KPK.°

Peneliti tertarik meneliti putusan ini karena meyakini
bahwa penafsiran yang dilakukan oleh hakim Mahkamah
Konstitusi dalam putusan tersebut kurang tepat. Pendapat
ini didasarkan pada anggapan bahwa keputusan untuk
menolak permohonan pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019
tentang KPK berpotensi mengabaikan prinsip-prinsip
penting dalam pemberantasan korupsi serta hak asasi
manusia yang dijamin oleh konstitusi. Kemudian dari
uraian latar belakang diatas peneliti mengambil judul
“Penafsiran Hukum Dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 68/PUU-XXI1/2024".

. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran hukum dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX11/2024?

2. Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 68/PUU-XXI11/2024?

. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penafsiran hukum alam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXI1/2024

2. Menganalisis akibat hukum pasca Putusan Mahkamah

¢ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXI11/2024



Konstitusi Nomor 6&8/PUU-XXI1/2024

D. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis

Pengembangan kajian hukum, khususnya dalam
aspek harmonisasi peraturan dan interpretasi konstitusi.
Penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum dan
memberikan kontribusi pada diskursus akademis
mengenai penguatan institusi hukum di Indonesia.

. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi dan
masukan kepada pembuat kebijakan (legislatif) untuk
mempertimbangkan ulang ketentuan terkait syarat usia
dan kompetensi dalam seleksi pimpinan lembaga seperti
KPK. Hasil penelitian ini dapat mendorong perubahan
peraturan yang lebih inklusif dan berbasis kompetensi,
bukan sekedar usia.

E. Penelitian Relevan

Hasil pencarian literatur peneliti sedang memeriksa
permasalahan yang terkait dengan subjek penelitian. baik
itu skripsi atau jurnal namun dengan fokus yang berbeda.
Beberapa penelitian yang relevan yang relevan antara lain:

No. Judul Penulis | Tahun Metode Fokus Penelitian
Penelitian Penelitian dan Hasil
Penelitian

1 Penafsiran | Nala Syifa 2024 | Penelitian Hasil Penelitian ini
Hukum Abas kepustakaan | adalah pertama,
Oleh (library Hakim Mahkamah
Hakim research), Konstitusi dalam
Mahkamah Content melakukan
Konstitusi analysis pertimbangan
Terhadap hukum pada
Putusan Putusan Mahkamah




No. Judul Penulis Tahun Metode Fokus Penelitian
Penelitian Penelitian dan Hasil
Penelitian
Mahkamah Konstitusi Nomor
Konstitusi 86/PUU-XX1/2023
Nomor dengan
86/PUU- permohonannya
XX1/2023.7 pengujian Bab III
Bahasa Negara
Undang-Undang
Nomor 24 Tahun
2009 tentang

Bendera, Bahasa,
dan Lambang
Negara, serta Lagu
Kebangsaan
terhadap Pasal 36,
Pasal 36C, Pasal
28G ayat (1) dan
ayat (2), dan Pasal
27 ayat (3)
Undang-Undang
Dasar 1945. Hakim
Mahkamah
Konstitusi dalam
pertimbangan
Hukum
menggunakan
metode penafsiran

7 Nala Syifa Abas, ‘Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah
Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-
XX1/2023’ (UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan, 2024).




No.

Judul
Penelitian

Penulis

Tahun

Metode
Penelitian

Fokus Penelitian
dan Hasil
Penelitian

harfiah atau
letterlijk. Hakim
harus melakukan
penafsiran yang
benar dan tepat
dengan
mempertimbangkan
hukum dan metode
yang ada. Hal ini
penting untuk
memastikan bahwa
putusan yang
dibuat bersifat
obyektif, adil, dan
sesuai dengan
hukum, dan
memenuhi tuntutan
keadilan dan
kepastian hukum.
Adapun akibat
hukum dalam
putusan ini yaitu
tidak ada akibat
hukumnya
mengingat putusan
tidak tidak dapat
diterima sesuai
dengan metode
penafsiran harfiah




No.

Judul
Penelitian

Penulis

Tahun

Metode
Penelitian

Fokus Penelitian
dan Hasil
Penelitian

yang hakim
gunakan sehingga
Bab III Bahasa
Negara Undang-
Undang Nomor 24
Tahun 2009 tentang
Bendera, Bahasa,
dan Lambang
Negara, serta Lagu
Kebangsaan adalah
sesuai dan tidak
bertentangan
dengan Undang-
Undang Dasar
1945.

Tafsir
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Terhadap
Pasal 18
UuuD
19458

Afrintina

2017

Normatif
yuridis,
Analisis
interpretasi
dan
konstruksi
hukum

Penafsiran MK
terkait Pasal 18
UUD 1945. MK
konsisten dalam
memutus bahwa
NKRI adalah
negara kesatuan,
dengan klarifikasi
terkait daerah
khusus dan
1stimewa, serta
pengakuan

8 Afrintina, Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Telrhadap Pasal
18 UUD 1945 (Skripsi, Fakultas Hukum Univelrsitas Lampung, 2017).




No. Judul Penulis Tahun Metode Fokus Penelitian
Penelitian Penelitian dan Hasil
Penelitian
terhadap
masyarakat hukum
adat
3 Penafsiran | M. Agus 2024 | Yuridis Analisis penafsiran
Hukum Hendrawan normatif, hukum pada
Terhadap Interpretasi | Putusan MK
Putusan historis Nomor 40/PUU-
Mahkamah XX1/2023.
Konstitusi Penafsiran
Nomor menggunakan
40/PUU- metode historis
XX1/2023.° berdasarkan sejarah
terbentuknya
Undang-Undang

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian-
penelitian relevan sebelumnya terletak pada pendekatan
analitis yang tidak hanya mendeskripsikan metode
penafsiran hakim, tetapi secara kritis mengevaluasi pilihan
Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran restriktif
dalam Putusan 68/PUU-XXI11/2024 dan
membandingkannya dengan alternatif penafsiran ekstensif.
Penelitian sebelumnya seperti kajian terhadap Putusan
86/PUU-XX1/2023, tafsir Pasal 18 UUD 1945, maupun
Putusan 40/PUU-XXI/2023 hanya memaparkan metode

penafsiran yang digunakan tanpa menilai ketepatannya atau

® M. Agus Helndrawan, Pelnafsiran Hukum Telrhadap Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXI/2023 (Skripsi, Fakultas
Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024)



dampaknya terhadap hak konstitusional. Sebaliknya,
penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengaitkan
metode penafsiran hakim MK dengan isu strategis berupa
pertentangan antara open legal policy dan perlindungan hak
konstitusional mantan pegawai KPK serta menjelaskan
akibat hukum dari pilihan metode tersebut terhadap prinsip
equality before the law dan akses warga negara terhadap
jabatan publik. Dengan demikian, penelitian ini
memberikan perspektif baru yang belum dijangkau oleh
penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Teori

1. Penafsiran Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo
interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu
metode penemuan hukum yang memberi penjelasan
yang gamblang mengenai teks undang-undang agar
ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan
dengan peristiwa tertentu.'® Penafsiran oleh hakim
merupakan penjelasan yang harus menuju kepada
pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat
mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit.!!
Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk
mengetahui makna undang-undang. Pembenarannya
terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan
yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu
sendiri Interpretasi adalah metode penemuan hukum
yang dalam hal peraturannya ada, tetapi tidak jelas untuk

10 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar,

Edisi Revisi (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), 75.

1 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar,

Edisi Revisi (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009), 76.
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diterapkan pada peristiwanya.!?

Secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia
mempunyai kewajiban atau hak
untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan
hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai
dengan hukum dan rasa keadilan
masyarakat. Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses
peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan
asas-asas tertentu.yang menjadi dasar sekaligus rambu-
rambu bagi hakim dalam menerapkan kebebasannya
dalam menemukan dan menciptakan hukum. Dalam
upaya penafsiran hukum, maka seorang
hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada
dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan dunia peradilan.'3

Dilihat dari hasil penemuan hukum metode
penafsiran dibagi menjadi dua jenis yaitu penafsiran
restriktif dan penafsiran ekstensif.'4
a. Penafsiran Restriktif

Penafsiran restriktif adalah metode penafsiran
hukum yang cenderung menjaga makna undang-
undang agar tetap sesuai dengan teks yang tertulis
secara eksplisit. Pendekatan ini fokus pada
pembatasan makna undang-undang sesuai dengan
kata-kata yang dipilih oleh pembuat undang-undang,
tanpa memperluasnya untuk mencakup hal-hal yang
tidak secara jelas diatur. Hakim yang menggunakan

12 Sudikno Melrtokusumo dan A. Pitlo, "Bab-Bab Telntang
Pelnelmuan Hukum" (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020), hal. 13.

13 "Penafsiran Hukum." Magister llmu Hukum - Universitas Medan
Area, December 28, 2020. Diakses 20 Oktober, 2024.
https://mh.uma.ac.id/penafsiran-hukum/.

4 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, "Bab-Bab Tentang
Penemuan Hukum" (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020), hal. 19.
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metode ini mengutamakan arti literal atau gramatikal
dari ketentuan hukum dan berusaha memastikan
bahwa hukum tersebut diterapkan secara ketat sesuai
dengan apa yang tertulis, tanpa penafsiran tambahan.
Hal ini sering dianggap penting untuk menjaga
kepastian hukum dan mencegah Penafsiran yang
terlalu luas yang bisa merusak maksud awal pembuat
undang-undang.'®

Keuntungan dari Penafsiran restriktif adalah
menjaga batasan yang jelas dan menghindari risiko
penyalahgunaan hukum atau penerapan yang tidak
sesuai dengan tujuan awal. Metode ini sering
digunakan ketika hakim atau penafsir hukum ingin
memastikan bahwa hukum diterapkan sesuai dengan
apa yang dinyatakan secara eksplisit, tanpa membuka
peluang untuk penafsiran yang terlalu longgar.
Namun, kelemahannya adalah bahwa metode ini
mungkin tidak selalu memadai dalam menghadapi
kasus-kasus baru atau kompleks yang memerlukan
fleksibilitas dan penyesuaian hukum terhadap situasi
yang lebih luas daripada yang dijelaskan dalam
undang-undang.'®

b. Penafsiran Ekstensif

Penafsiran ekstensif menggunakan pendekatan
yang lebih fleksibel dalam menafsirkan ketentuan
hukum. Dalam metode ini, hakim atau penafsir
hukum memperluas makna suatu ketentuan di luar
arti harfiahnya untuk mencakup situasi yang mungkin
tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks hukum.

15 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, "Bab-Bab Tentang
Penemuan Hukum" (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020), hal. 20.

16 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, "Bab-Bab Tentang
Penemuan Hukum" (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020), hal. 20.
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Tujuan utama dari Penafsiran ini adalah untuk
menangkap esensi atau tujuan yang lebih besar dari
pembuat undang-undang, dengan memperhitungkan
faktor-faktor seperti konteks sosial, sejarah, dan
perkembangan teleologis hukum tersebut. Dengan
demikian, penafsiran ini memungkinkan hakim untuk
menerapkan hukum dalam situasi yang lebih dinamis
dan kompleks, memberikan ruang untuk adaptasi
terhadap perubahan masyarakat dan kondisi yang
tidak terduga.'’

Keuntungan dari Penafsiran ekstensif adalah
bahwa ia  memberikan fleksibilitas dalam
menghadapi situasi yang tidak diprediksi oleh
undang-undang atau yang membutuhkan Penafsiran
lebih luas untuk mencapai keadilan substantif. Ini
membantu hukum tetap relevan dalam situasi yang
terus berubah. Namun, kelemahannya adalah risiko
bahwa Penafsiran yang terlalu longgar dapat
membuka celah untuk penyalahgunaan hukum atau
penyimpangan dari maksud asli undang-undang,
yang pada akhirnya dapat mengurangi kepastian
hukum bagi masyarakat. !

2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga
negara yang lahir pasca perubahan UUD NRI 1945.
Dalam sistem ketatanegaraan, lembaga ini memegang
sejumlah fungsi krusial. Pertama, Mahkamah
Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi yang
memastikan tegaknya keadilan konstitusional dalam

17 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, "Bab-Bab Tentang
Penemuan Hukum" (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020), hal. 20.

18 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, "Bab-Bab Tentang
Penemuan Hukum" (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020), hal. 21.
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kehidupan masyarakat. Kedua, Mahkamah Konstitusi
bertugas mendorong sekaligus menjamin agar
konstitusi dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten
serta bertanggung jawab oleh seluruh unsur
penyelenggara negara. Ketiga, di tengah berbagai
dinamika dan tantangan sistem ketatanegaraan,
Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai
penafsir konstitusi guna memastikan bahwa nilai dan
spirit konstitusi tetap terjaga dan terus memandu
praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.'®
Pembentukan Mahkamah Konstitusi bertujuan
untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan Indonesia
yang berpegang pada prinsip pemisahan kekuasaan
(separation of power) secara fungsional dan
penerapan mekanisme check and balances. Hal ini
bertujuan menggantikan konsep pendistribusian
kekuasaan (distribution of power) serta paham
integralisme yang sebelumnya berlaku dalam
lembaga-lembaga tinggi negara. Negara Indonesia,
sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945, berupaya menciptakan tata kehidupan yang
tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan. Dalam
konteks ini, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai
salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang penting
dalam menegakkan konstitusi dan prinsip negara
hukum sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945. Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur
dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara

19 Jimmly Asshiddigie, Perkembangan dan Konsilidasi Lembaga
Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), him. 105
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Republik Indonesia 1945, menjalankan fungsi
sebagai lembaga yang independen dan merdeka untuk
menegakkan hukum dan keadilan, sejajar dengan
Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya.
Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berperan
penting dalam menjaga supremasi hukum dan
memastikan konstitusi dihormati serta diterapkan
secara konsisten.?’
G. Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis ialah
yuridis normatif, yuridis normatif dilakukan dengan
meneliti bahan kepustakaan dan mengkaji tentang
hukum itu sebagai norma, asas hukum, aturan, doktrin
hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya guna
menjawab permasalahan hukum.?' Penelitian hukum
normatif merupakan suatu proses untuk menemukan
suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun
doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan
hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif
dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau
konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan
masalah yang dihadapi.?
2. Pendekatan Penelitian
Pertama pendekatan perundang-undangan Hal ini
dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan
perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan

20 Darmadi, Nanang Sri. "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah
Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." Jurnal
Hukum Unissula 26.2 (2017): 12287.

2! Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 72.

22 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana,
2011), hlm 35.
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analisis. Hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena
peraturan perundang- undangan merupakan titik fokus
dari penelitian tersebut.?

Kedua pendekatan konseptual yaitu konsep-
konsep dalam ilmu hukum dapat dijadikan titik tolak
atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum, karena
akan banyak muncul konsep bagi suatu fakta hukum.
Sebagai contoh, misalnya konsep negara hukum harus
dipahami dan harus ditegaskan negara hukum menurut
sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law System)
yang dikenal dengan "Rechtsstaat" atau negara hukum
menurut sistem hukum Anglosaxon (Common Law
System) yang dikenal dengan "Rule of Law". Hal ini
penting agar kesimpulannya nanti tidak salah atau tidak
bias.>*

Ketiga pendekatan kasus, dalam penelitian hukum
normatif bertujuan untuk mempelajari norma- norma
atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik
hukum. Pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus.
Pendekatan kasus, adalah beberapa kasus ditelaah untuk
dipergunakan sebagai referensi bagi suatu isu hukum,
sedangkan studi kasus (case study) adalah studi terhadap
kasus tertentu dari berbagai aspek hukum. 23

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum,
yakni bahan hukum primer dan sumber bahan hukum
sekunder.

23 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani, Metodologi
Riset Hukum (Surakarta: Oasel Pustaka, 2020),hlm 95.

24 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani, Metodologi
Riset Hukum (Surakarta: Oasel Pustaka, 2020),hlm 97.

%5 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani, Metodoogi
Riset Hukum (Surakarta: Oasel Pustaka, 2020),hlm 101.
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a. Sumber Bahan Hukum Primer
Merupakan bahan hukum yang terdiri atas
peraturan perundangan, risalah resmi, putusan
pengadilan dan dokumen resmi Negara.?® Berikut
Bahan hukum primer yang digunakan dalam
penelitian ini:
1) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-
XXI11/2024
b. Sumber Hukum Sekunder
Bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal
hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar
(asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin),
hasil penelitian hukum, kamus hukum dan
ensiklopedia hukum.?’
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan bahan hukum adalah proses penting
dalam mendukung analisis dan penelitian hukum yang
efisien. Tahap pertama adalah inventarisir, di mana
langkah ini berfokus pada mengidentifikasi, mencatat,
dan mengumpulkan berbagai norma hukum yang
relevan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa
semua informasi hukum yang diperlukan tersedia dan
mudah diakses. Setelah informasi terkumpul, tahap

26Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani, Metodologi
Riset Hukum (Surakarta: Oasel Pustaka, 2020),hlm 41.

%7 Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani, Metodologi
Riset Hukum (Surakarta: Oasel Pustaka, 2020),hlm 41.
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berikutnya  adalah  klasifikasi,  yaitu  proses
mengelompokkan informasi ke dalam kategori tertentu.
Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisir
pengetahuan hukum sehingga memudahkan pencarian
dan pemahaman, khususnya terhadap informasi yang
serupa. Tahap terakhir adalah sistematisasi, yaitu
penataan informasi secara terstruktur ke dalam suatu
sistem yang logis. Dengan sistematisasi, informasi
hukum menjadi lebih mudah dikelola, diakses, dan
diinterpretasikan, sehingga mendukung proses hukum

yang lebih efisien dan teratur.?

5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Penelitian ini menggunakan analisis bahan hukum
yang bersifat preskriptif, yang berarti memberikan
argumen, terutama dalam menyampaikan pandangan
terkait isu hukum yang mungkin muncul di masa depan.
Pendekatan ini bertujuan untuk mengemukakan
pandangan terhadap masalah hukum yang diperkirakan
akan timbul. Argumentasi diperlukan untuk menjawab
permasalahan penelitian, memberikan pendapat tentang
kebenaran suatu isu, serta menunjukkan bagaimana

hukum seharusnya merespons masalah tersebut.?’
H. Sistematika Peulisan

BAB I : Pendahuluan, bagian ini merupakan uraian
terhadap latar belakang, yakni memuat landasan yang
melatar belakangi masalah yang penulis kaji lebih
mendalam. poin yang hendak diturunkan dari latar belakang
terdiri dari rumusan masalah yang akan diangkat dan
dibahas. Adapun tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

2Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani, Metodologi
Riset Hukum (Surakarta: Oasel Pustaka, 2020),hlm 70.

2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana,
2011), hlm 35.
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penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika
penelitian untuk mempermudah penyusunan penelitian
hukum ini.

BAB II : Landasan Teori, dalam bab ini penulis akan
memaparkan landasan teori, konsep, atau kajian teori
berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan
teori penafsiran hukum dan konsep Mahkamah Konstitusi.

BAB III : Penafsiran hukum dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXI1/2024, yaitu
memaparkan hasil analisa penulis terkait penafsiran hukum
yang digunakan oleh Hakim dan penafsiran yang ideal
digunakan oleh hakim

BAB IV : Penafsiran hukum dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXI1/2024, bagian
ini memuat analisis mengenai akibat hukum dari Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXI1/2024

BAB V : Penutup, berupakan bab terakhir dalam
penulisan ini yang berisikan kesimpulan dari pembahasan
dan saran atau solusi yang ditawarkan penulis untuk
rekomendasi permasalahan yang diteliti serta litimasi atau
kelemahan pada penelitian.



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 68/PUU-
XXI1/2024 menggunakan penafsiran restriktif, yaitu
menafsirkan norma hukum secara sempit sesuai bunyi teks
Pasal 29 huruf e UU KPK. Pendekatan ini menekankan
kepastian hukum dan kesetiaan terhadap kehendak pembentuk
undang-undang (open legal policy), tetapi mengabaikan nilai
keadilan substantif dan konteks sosial yang hidup. Akibatnya,
hak konstitusional warga negara yang berkompeten namun
berusia di bawah 50 tahun tidak terlindungi, meskipun
memiliki pengalaman dan integritas yang relevan dalam
pemberantasan korupsi. Seharusnya, Mahkamah Konstitusi
menggunakan penafsiran ekstensif atau progresif, yaitu
memperluas makna frasa “berpengalaman sebagai pimpinan
KPK” agar mencakup individu yang memiliki pengalaman
substantif di bidang inti KPK, seperti penyidikan, pencegahan,
dan penindakan korupsi. Dengan penafsiran ini, Mahkamah
dapat menghadirkan keadilan konstitusional yang hidup
(living constitution), menegakkan prinsip kesetaraan, dan
menjawab kebutuhan reformasi kelembagaan KPK. Penafsiran
ekstensif seharusnya dijadikan dasar karena sejalan dengan
semangat UUD 1945 serta konsisten dengan yurisprudensi
Mahkamah sendiri dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022
yang menekankan pentingnya pengalaman substantif
dibanding syarat administratif.

Akibat hukum dari penafsiran restriktif adalah
munculnya diskriminasi usia (ageism), hilangnya kesempatan
setara bagi warga negara yang kompeten, serta melemahnya
prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan publik. Norma
hukum menjadi kaku dan tidak adaptif terhadap realitas sosial,

88
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sehingga melemahkan kredibilitas serta independensi KPK

sebagai lembaga penegak hukum. Sebaliknya, apabila

Mahkamah menggunakan penafsiran ekstensif yang ideal,

maka akan tercipta sistem seleksi pimpinan KPK yang lebih

adil, terbuka, dan berbasis integritas serta pengalaman nyata.

Pendekatan ini tidak hanya menjaga kesetaraan hak

konstitusional warga negara, tetapi juga memperkuat

kepercayaan publik terhadap lembaga yudisial dan
memastikan hukum berfungsi sebagai sarana keadilan yang
dinamis, bukan sekadar teks yang kaku.

B. Saran

1. Mahkamah Konstitusi idealnya menggunakan penafsiran
ekstensif yang lebih responsif dan progresif terhadap
dinamika sosial dan kebutuhan kelembagaan. Dengan
demikian, Mahkamah dapat menafsirkan norma hukum
secara lebih luas untuk mengakomodasi keadilan
substantif dan mencegah diskriminasi yang timbul dari
pembacaan literal norma.

2. Pembentuk undang-undang, seperti DPR, disarankan
untuk meninjau kembali syarat usia dan pengalaman
dalam Pasal 29 huruf e UU KPK. Syarat administratif ini
perlu dibuat lebih proporsional dan rasional agar tidak
menjadi hambatan yang tidak relevan dengan kebutuhan
jabatan. Dengan begitu, proses seleksi dapat
mengutamakan kompetensi dan integritas, bukan hanya
formalitas.

3. Rekrutmen pimpinan KPK harus mengutamakan asas
meritokrasi, di mana kelayakan calon dinilai berdasarkan
kualifikasi, pengalaman profesional, dan integritas
pribadi. Dengan adanya penafsiran yang lebih fleksibel,
Panitia Seleksi dapat mempertimbangkan calon dari
berbagai latar belakang, termasuk mantan pegawai KPK
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yang memiliki pengalaman substantif, untuk memperkuat
kembali legitimasi dan efektivitas lembaga.
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